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ABSTRAK

Nama : Fima Dewi Kusmara

Judul Tesis  :Pertanggung Jawaban PPAT Terhadap Akta Yang Batal
Demi Hukum Karena Tidak Memenuhi Syarat Sah
Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum
Perdata (studi putusan Mahkamah Agung No. 2714
K/Pdt/2019)

Halaman :+150

Kata Kunci  : PPAT, tanggung jawab, batal demi hukum

Isi :

PPAT didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu tentang hak atas tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Seperti halnya Notaris sebagai pejabat
umum yang disebut berdasarkan Undang-Undang, pengaturan PPAT sebagai
pejabat umum tidak dituangkan ke dalam Undang-Undang, tetapi hanya
melalui suatu Peraturan Pemerintah. Seorang PPAT diberikan kewenangan
hukum untuk memberi pelayanan umum kepada Masyarakat. Pengaturan Akta
mengenai sudah diatur dalam Pasal Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum
Perdata yang berbunyi; ‘“Pengertian akta otentik ialah suatu akta yang didalam
bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan
pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.
Dalam penulisan ini juga penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai
putusan Mahkamah Agung No. 2714 K/Pdt/2019. Dari permasalahan tersebut
rumusan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu: Bagaimana Pertanggung
Jawaban PPAT Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum Karna Tidak
Memenuhi Syarat Sah Perjanjian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Dan Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Batal Demi
Hukum Karna Tidak Memenuhi Syarat Sah Perjanjian. Metode penelitian yang
digunakan dalam penulisan tesis berupa metode pendekatan yuridis normatif.
Faktanya pada kasus dari Putusan Mahkamah Agung No 2714 K/Pdt/2019,
masih ada PPAT yang melanggar kode etik dengan memalsukan akta PPAT,
PPAT yang melanggar bisa mendapatkan sanksi perdata, pidana dan
administratif.

Acuan : 60 (1982-2023)
Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU
Penulis : Fima Dewi Kusmara
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ABSTRACT

Name : Fima Dewi Kusmara

Thesis Title  : PPAT LIABILITY FOR DEEDS THAT ARE NULL AND
VOID BECAUSE THEY DO NOT MEET THE LEGAL
REQUIREMENTS OF THE AGREEMENT BASED ON THE
CIVIL CODE (decision studies Supreme Court No. 2714
K/Pdt/2019 No. 2714 K/Pdt/2019)

Page :+150
Keywords : land deed making officer, liability, null and void
Contents

The cancellation of the PPAT deed through a court decision, not only
because of the result of the PPAT error or negligence in making the deed. But
the cancellation of the PPAT deed can also be caused by the mistakes or
negligence of the parties who bind themselves to each other in the deed, so
that the ervor or omission causes a lawsuit from one of the parties. In a lawsuit
stating that the PPAT deed is invalid, it must be proven invalid both from the
outward, formal, and material aspects. If it cannot prove it, then the deed
concerned remains legally binding for the parties interested in the deed. If the
deed can be proven at trial, then there is one aspect that causes the defect of
the deed, so that the deed can become a deed that is degraded or a deed under
hand, even become null and void. The research method used in this study is in
the form of a normative juridical approach method. Specifications The
research used in this study is analytical descriptive research. The types and
sources of data used by the author are secondary data types, data obtained
through data sources of civil law literature studies and primary legal
materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data collection
techniques are obtained through literature studies and interviews. The method
of analysis in thesis research is in the form of Qualitative Juridical. The results
of research on PPAT Liability for Deeds That Are Null and Void Because They
Do Not Meet the Legal Requirements of Agreements Based on the Civil Code
are PPAT that violates the code of ethics by forging PPAT deeds, PPAT that
violates can get civil, criminal and administrative sanctions

References  : 60 (1982-2023)
Supervisor  : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU
Author : Fima Dewi Kusmara
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